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Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini adalah belum adanya kerja sama yang baik antara
petugas petugas penyuluh Keluarga Berencana dengan masyarakat khususnya dengan kaum
prialsuami. Permasalahan lainnya adeldh belum “adanya pembagian tugas yang jelas dalam
pelaksanaan program KB Prja.-Ffendahnya kemampuan*berkomunikasi tenaga pelaksana di
tingkat lapangan (Penxuluﬁ Keluarga Berencana) dalam memberikan penyuluhan tentang
permasalahan KB priel” Selanjutnya kurang adanya kepastian benttik. orgamsw pelaksana di
tingkat Kelurahan*Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara yang menangani
program KB,/Karena kurang ‘adanya dukungan politis yang memadai. Dari_hasil penelitian
dltemukan-bahwa koordinas vertikal dalam pelaksanaan peserta KB pria di Ke'lunahan Bangka
Belitung “Darat guna meningkatkan peserta KB pria masih rendah. Hal ini sdlah satunya
dipengaruhi oleh kebijakan desentralisasi yang mengakibatkan koordinasi vertikal, dalam
BKKBN tidak berjalan optimal karena pimpinan BKKBN berasal dari luar BKKBN. Kendis
Jinternal BKKBN yang masih harus dibenahi pasca pergantian pimpinan juga mengaki bat‘kan
" koordinasi horisontal dengan berbagai instansi terkait kurang diperhatikan. Saat ini rapat

* koordinasi“dengan unsur-unsur terkait seperti_ulama, tokoh masyarakat, maupun dinas terkait
yang bersama-sama membahas tentang operasionalisasi program KB sudah-tidak pern
| dilakukan. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam keikutan sertaan KB bagi kaum pria
, meliputi rendahnya pengetahunan dan kesad :i)ran para pria, faktor ekonomi, tidak adanya
, dukungan istri, faktor persediaan KB, output pelayanan (akses, kualitas pelayanan, image),
\ keterbatasan pilihan kontarsepsi bagi prla, inan bahwa KB dilarang secara agama, serta
lperan pemerintah yang kurang optimal, I' jalisasikan KB pria maupun memfasllfas
KB pria. Menyikapi fenomena yang' a“ yang direkomendasikan antara lain ,, 1)
erintah di Kecamatan Pontianak ¢ hususnya di Kelurahan Bangka Belitung
diharapkan dapat terus meningkatkan Rd'ord n 'ﬂrertl kal maupun horisontal dalam jajarannya
guna meningkatkan peserta KB pria. Hal ini d dapat dilakukan dengan meningkatkan Kinerja
pegawai BKKBN serta meningkatkan Kkerj a dengan instansi terkait, termasuk;jajaran
pegawai di Kelurahan Bangka Belitung dalam melakukan penyuluhan KB pria. 2) quherintah
beserta masyarakat di Kelurahan Bangka Belitung diharapkan dapat bekerjasama dalam
mengatas berbagai hambatan dalam keikutan sertaan KB bagi kaum pria Hal' ini dapat
dilakukan dengan meningkatkan kepedulian terhadap penyebaran informasi yang benar tentang
KB pnaagar para pria tertarik untuk ber;KB, Pemerintah juga disarankan dapat, /meningkatkan
akses pelayanan KB pria di ‘Kelurahan Bangka Belitung agar kebutuhan akseptor KB pria di
wilayah tersebut dapat dipenuhi. J

Katakunci : Koordmas, Partisipasi,-Suami.ner K B s

Abstract

The problem in this study is the absence of good cooperation between extension
workers family planning officer with the public, especially with men / husbands . Another
problem is the lack of clear divison of tasks in the implementation of family planning
programs Men . The low power communication skills at field level implementers ( Extension
Family Planning ) in providing information about family planning issues man . Furthermore,
the lack of certainty in the form of the organization implementing the Village level Pontianak
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Pacific Idlands Southeast District of the Army that handles planning programs, because of the
lack of adeguate political support . From the results of the study found that vertical
coordination in the implementation of family planning male participants in the Village of the
Pacific Idands to improve the planning participants Army men are still low . This is partly
influenced by the decentralization policy which resulted in the BKKBN vertical coordination is
not optimal because the leader comes from outside the BKKBN BKKBN . BKKBN internal
conditions that still need to be addressed after the change of leadership also resulted in
horizontal co-ordination with various agencies less attention . Currently coordination meeting
with related elements such as scholars , public figures , and related agencies together to
discuss about the operation of the family planning program had not been done . The factors
that are impediments to keikutan involving the KB for men include low awareness
pengetahunan and men , economic factors , the lack of support for his wife , family planning
supply factors , output services ( access, quality of service , image ) , the limited choice for
men kontarseps , belief that family planning is religiously prohibited , as well as less than
optimal role of government in promoting and facilitating KB KB man man . Responding to the
suggestion that there is a pher;omeﬁon which recemmended , among others : 1 ) The
Government in the District ofsEast Pontianak , particularty.in the Pacific Islands Village is
expected to continue to, increase vertical and horizontal coordifation in order to increase the
ranks of men planning participants . This can be done by improvi‘ﬁg- employee performance
BKKBN and enhance cooperationwith relevant agencies,, including the Pan\ks of employeesin
the Village jof the Pacific Idands in conducting family planning counseling men . 2 )
govern s and citizens in the Village of the Pacific Islands are expected to“eooperate in
overcoming various @bstacles in keikutan involving the family planning for men . This can be
done by increasing awareness of the spread of true information about KB men that the men are
interested in family planning . The government is also advised to increase access to family
_planning services in the Village of Bangka Belitung man that guy needs.family planning

¢ acceptorsin the region can be met .
Keywords: Coordination , Participation , Husbands KB 'l
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/¢ Bidang Pengendaian

Kel u:strga

dalarr;'.ber KB, salah satu sasaran programnya
adalah | meningkatkan  pria/suami~  sebagai
peserta .'KB, motivator dan  kader, serta
mendukunz},l istri dalam*® KB .dan. kesehatan
'*-Lyang tolok (@D
Meningkatnya Eie_serta KB Kondom dan Medis
Operasi Pria (MOR)_ 10 %, dan (2)
Meningkatnya motivator/kader-prT a10 o

reproduksi, ukurnya

Untuk mendukung efektifitas pelaksanaan
di lapangan, Menteri Negara Pemberdayaan
Perempuan dan Kepala BKKBN melalui
70/HK- 010/B5/2001,
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Keputusan nomor

Koordinass Keluarga Berencana Nasional
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Berencana dan Kesehatan Reproduksi,'yang
bertugas menyusun paket informasil-'lsesuai
kondisi sosial, menyiapkan,," dan
mengembangkan...segmentasi sasarf:\n dalam
rangka peningkatan partisipasi K'B pria yang
pelaksanaanya secara tekhnis d’r"kecamatan dan
desa dilaksanakan olef) PLKEB dan PPLKB.
“Kendatipun )
kecenderungannya semakin turun, ha yang
perlu dipahami adalah bahwa penduduk

Indonesia saat ini kurang lebih berjumlah 219

pertumbuhan  penduduk

juta jiwa, sehingga dapat diperkirakan angka
pertumbuhan penduduk secara absolut kurang

lebih 3 juta jiwa per tahun.Di Kelurahan
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Bangka Belitung Darat sesuai kondisi bulan
Juli 2012 menunjukan bahwa tingkat kesertaan
ber-KB sudah cukup baik, dari
Pasangan Usia Subur (PUS) yang ada saat ini
(2.683), yang saat ini menjadi Peserta KB Aktif
(PA) berjumlah 1.778 (66,27 %). Dari jumlah
Peserta KB Aktif (PA) yang ada saat ini, 465
akseptor (26,15 %) merupakan peserta aktif

jumlah

alat kontrasepsi jangka panjang (IUD, MOW,
MOP, Implan/ sino / implanon).

Menurut Ateng syarifudin (}998:‘66‘)
koordinasi adalah kerjasama,deff bekerja sama
antara seluruh pejabqr,,-aﬁéu seluruh pimpinan
dari semua tingk'étan perlu “.diatur dan
dilaksanakan’” ‘sedemikian rupa  sehingga
pembagian kerja, pembagian tugas kewajiban
dan .“v‘\r/ewenang Serta tangungjawab’, yang

F
difimpahkan kepada mereka masingmasing itu

dalam rangka organisasi pemerintah yangssb:

s‘ehat, benar-benar berpegang pada
pelaksanaan  prinsip-prinsip, dan  tekni
kordinas:

| Syarifudin menegaskan bahwa dalam

organisasi hubungan antara bagian ataui nit
L
mméqtukan langkah pelaksanaan kegiatan a0

_wwSuatu  organisasi

o
us

agar °

Pengertian diatas menjelaskan, bahwa
dengan koordinasi yang dilakukan akan dapat
menghindari  kekacauan, kembaran atau
kekosongan pekerjaan sehingga pekerjaan
dapat dilaksanakan secara terpadul.

Koordinas (coordination) adalah proses
pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-
kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah
(departemen atau bidang-bidang fungsional)
untuk mencapai tujuan
orgia'n'lm_ secara efisien. Selanjutnya menurut
Nitisemito  (1992:49) bahwa  kedudukan
koordinasi dapat di b&iaka{] menjadi dua bagian
yaitu':

a Koordinasi Intérn: yaitu KoOrdinasi yang
dilakukan oleh atasan langsung, ‘dalam hal
ini pimpinan wajib mengkoordinic, dari
kegiatan yang dilaksanakan oleh bawahan
sebagai usaha mengetahui  kebijaksan

atau tugas pokok. ]
Koordinas Ekstern yaitu Koordinasi yan
dilakukan dari berbagai organisasi at

antar organisasi yang ada kaitannya dengq1

! hubungan kerja. I

L]

.Sehingga dapat diambil kesimpulan bar}Wa
- koordinasi adalah suatu penyesuaian diri Itiari

bagian-bagian dalam memberikan sumbangan

dapat herj aan dengan lancar sehingga tujuan .J untuk menyelesaikan suatu masalar}' agar

yang ai_harapkan dapat diperoleh  oleh
organisasi’s;ebagai suatu kesatuan sistem secara
tepat, tanpé‘a_harus terjadi . pemborosan baik
tenaga, waktu.}ngupun materi.

Menurut The'Liang Gie (1990:67) bahwa:

“ Koordinasi adalah™ suatu -pengertian
dimana terkandung aspek-aspek tidak terjadi
kekacauan, percekcokan, kembaran atau
kekosongan kerja sebagai akibat daripada
pekerjaan yang menghubung-hubungkan,
menyatu-padukan, menyelaraskan orang-
orang dan pekerjaan dalam suatu kerjasama
yang diarahkan pada pencapaian suatu
tujuan.”

Erwindi

didapatkan hasil yang maksmum;’ secara
kesel uruhan.
Tugas-tugas™ pemerintah dapat berjalan
dengan. baik apabila ada pefnd'awasan dari
tingkat yang lebih tinggi kepada tingkat yang
lebih rendah. Untuk «midlakukan pengawasan
" Hadian  (1994:74)
memperhatikan hal-hal berikut :

menurut harus

a) Koordinas mencegah atau mencari
penyelesaian konflik/perselisihan
kepentingan,

b) Pengawasan kebijaksanaan

disesuaikannya kebijaksanaan dari aparat

Ilmu Administrasi FISIP Universitas Tanjungpura



PublikA, Jurnal S1 Ilmu Administrasi Negara VVolume 2 Nomor 2, Agustus 2013
http://jurmafis.untan.ac.id ; http://jurnalmhsfisipuntan.co.nr

pemerintah yang lebih rendah terhadap
yang lebih tinggi,

Pengawasan kualitas kontrol  atas
kebolehan dan kualitas teknis pengambilan
keputusan dan tindakan-tindakan aparat
pemerintah yang lebih rendah,
Alasan-alasan  keuangan peningkatan
kebijaksanaan yang tepat dan seimbang dari
aparat pemerintah yang lebih rendah,
Perlindungan hak dan kepentingan warga :
dalam situasi tetentu mungkin diperlukan
suatu  perlindungan  khusus  untuk
kepentingan seorang warga.

0)

d)

e

Selanjutnya Hadjan

menambahkan bahwa  koordipasf “ secara
horizontal  dapat diungpar'ﬁ;\kan sebagai
kerjasama antara thaﬁ;ja dengan kotapraja,
propinsi dengﬁn p'Fopi nsi, atau propinsi dengan
kotapraja. #Banyak _tugastugas Pemerintah
hanya ,dépat dilaksanakan secara memuaskan
meLél{ui jalan kerjasama. Bagi suatu kerjasama
di:';\ntara para instansi pemerintah diperoleh
ﬁerbagai macam jalan. Jalan yang ‘pertama
atlalah dengan menandatangani perjanjian yan
sitatnya hukum perdata.

tl Berdasarkan uraian pada latar belalkalng
mas?lah di atas, untuk lebih memfokuskan'
dalam |
menindkatkan partisipasi pria ber KB di
Kel urahé'r-l Bangka Belitung Darat.

pada '+. pel aksanaan koordinasi

Ll
LY

METODE %

Metode penélitian yang digunakan dalam
pendlitian ini afalah, metode  deskriptif
kualitatif. Ciri-ciri penelitian-kl};llifgiif “antara
lain bahwa pada penelitian kualitatif, peneliti
sendiri atau dengan bantuan orang lain
merupakan alat pengumpul data utama karena
hanya manusia yang mampu memahami kaitan

kenyataan di lapangan
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(1994;74)

i
L kTpulan J
] i

|
masalah penelitian maka masalah di as“

Penentuan informan menggunakan tehnik
purposive yakni pemilihan sekelompok subyek
berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu
yang dipandang mempunyai relevansi dengan
permasalahan  dalam
Berdasarkan pengertian tersebut maka yang
menjadi subjek dalam penelitian ini adalah :

a. Ketua Pembina Penyuluh KB Kecamatan

pokok pendlitian.

Pontianak Tenggara.

b. Petugas penyuluh KB
‘ ‘I\'/I‘eted_e‘ pengolahan data yang digunakan
dalam penelifian,ini adalah metode andlisis
kualitatif dengan 131‘134.@%3 yang deskriptif.
Adapun langkah-langkah é'nél_is's data dalam
penelitian ini meliputi reduksi ld'ata_, verifikasi
data dan dilanjutkan  dengan "membual
rangkaian analisisnya. Selanjutnya rang@qpn

data* disesuaikan dengan “metode analisis,

s===dimana hal ini adalah analisis yang deskriptif

Daam. penafsiran data dilakukan secara

|
yar}g
mendukung dan pada akhirnya: ditarik

romparatif berdasarkan  teori-teori

P
PﬁLAKSANAAN KOORDINASI PLKB
DALAM MENINGKATKAN f
PARTISIPASI PRIA BER-KB DI |
KELURAHAN BANGKA BELITUNG
DARAT |

1. Koordinas Vertikal

K eberhasilanpel aksanaan p&t'erta KB pria
di © Kelurahan Bangka Pi;litung dalam
peningkatan E_)_esg_rtg JB  pria membutuhkan

koordinas vertikal yang memadai. Koordinas
vertikal yang dimaksud merupakan kegiatan-
yang
dilakukan oleh atasan, dalam hal ini pihak-
pihak yang berkompeten dalam mensukseskan

kegiatan  penyatuan,  pengarahan
program KB (misanya kepala BKKBN serta
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kepala instansi-instansi  terkait) terhadap
kegiatan unit-unit,
yang ada di bawah wewenang dan tanggung
dalam  hal ini

mengkoordinasi semua aparat yang ada di

jawabnya. Atasan
bawah tanggung jawabnya secara langsung.
Koordinas vertikal ini secara relatif mudah
dilakukan, karena atasan dapat memberikan
sanksi kepada aparat yang sulit diatur.
Berdasarkan  temuan  di
koordinasi vertikal dalam pelak&an?gn 'p‘ée‘érta
KB pria di Kelurahan Bar]gka‘Eélitung guna
meningkatkan peserta}_,KB' pria masih rendah.
Ha ini tercermirfr"a:a\ri rendahnya koordinasi
antara  Lurgh ; Bangka: Belitung sebagai
pemimpin masyarakat ‘untuk bersama-sama
dengan‘r tehnis
mananfaatkan Segala potens: yang ada di

petugas pelaksana

kesatuan-kesatuan kerja

lapangan, ..

guna meningkatkan peserta KB pria masih
rendah. Kebijakan KB
peningkatan peserta KB pria saat ini kurang

umumnya dan

merakyat karena kurangnya sosialisasi tentang
KB pria, serta koordinasi lintas sektoral yang
saat ini nampaknya mengendor tidak seperti
tempo dulu, dimana peran kepala daerah,
termasuk lurah atau kades sangat membantu

suksesnya pel aksanaan program KB.

Permasalahan lain  yang juga ikut
me‘rﬁf)eng_a‘ruhi tidak efektifnya kebijakan

peningkatan-ibarti_s\ipasi pria adalah persoaan
peningkatan kualitgg *dap kuantitas sumber
daya, mulai dari kurangnya*pel_atihan—pelatihan
khusus kurangnya sarana dan Er‘mgrana kerja
petugas, sampai  kurang jelasnya"lembaga

pengelola program. Hal ini- tercermin q\ari

jarangnya penyuluhan KB khususnya KB pria

masyarakat, termasuk tokoh agama, tenagas=di Kelurahan Bangka Belitung sebagai akib.

npedis dan. tokoh masyarakat lainnya untuk
menyampaikan tujuan dan manfaat ik
pr?gram KB khususnya KB mandiri. Terkait
deﬁgan hal ini, seorang pegawai kelur:
yané terlibat dalam kegiatan KB di Kelur:t

Bangka Belitung menuturkan sebagai ber|kut

dari minimnya
}apangan/Penyquh KB. Para kader kelurahain
ang terlibat dalam kegiatan KB d| Kelurahan
?ka Belitung menuturkan bahwa mereka

berupaya untuk berkoordiasi derigan

jumlah Petugas

BKRBN agar diadakan penyuluhan KB s,iecara

:‘Koordlna5| vertikal saya rasa masih IJ berkala, termasuk penyuluhan KB pria’ Akan

kurang ya...Kebijakan KB umumnya dan
peningkatan peserta KB pria saat ini
menurut pengamatan saya kurang merakyat.
Kalau menurut saya hal “ini- disebakan
karena kurangnya sosidisasi tentang KB
pria yang Sesungguhnya, serta koordinasi
lintas sektoral yang saat ini nampaknya
mengendor tidak.  seperti  tempo dulu,
dimana peran kepal a daerah; termasuk lurah
atau kades sangat membantu suksesnya
pelaksanaan program KB.” (Wawancara
dengan pegawai kelurahan yang terlibat
dalam kegiatan KB, tanggal 12 Juni 2013).

Wawancara di atas memberikan gambaran
bahwa koordinas vertikal dalam pelaksanaan

peserta KB pria di Kelurahan Bangka Belitung
Erwindi
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tetapi,
optimal™ sebagai  akibat minimny_a' petugas
lapangan (PLKB . dan PPLKB), Jketerbatasan

anggaran = serta sulitnya aksm menuju

realisasi usul tersebut belum berjalan

Kelurahan Bangka Belitung, Kiondisi ini makin
diperparah.dengan fakia Bahwa BKKBN pusat
tidak memiliki
pembinaan penuh terhadap instituss KB di

dan provins kewenangan
Kabupaten dan Kecamatan. Terkait dengan hal
ini, seorang Petugas lapangan KB dari BKKBN
menuturkan:
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“Sejauh ini koordinasi vertikal masih
kurang, hal ini bisa dilihat dari kurang
tegasnya pimpinan BKKBN di kabupetan
dalam menindak petugas penyulun KB
yang tidak disiplin dalam menjalankan
tugasnya. Saya pribadi menilai bahwa
hambatan peningkatan kesertaan KB pria
sesungguhnya ada pada petugasnya.
Sukesnya KB pria tempo dulu didukung
oleh kekompakan kerja tim di semua lini,
yang kalau di kecamatan adalah Tim
Pembina KB atau dikenal sebagar TPKB
Kecamatan, serta didukung pula dengan
dana yang cukup. Lambat laun tim yang
demikian ini hilang gairah kerjanya hingga™ ™
akhirnya hanya BKKBN sendirian™ yang
bekerja. Karenaitu, saya be_rharép ke depan
TPKB ini dapat diaktifkan kembali yang
tentu sgja didukupg” dengan pembiayaan
yang memadai” Selain itu, koordinas
vertikal juga perlu ditingkatkan. Sebagai
contoh, gkepala BKKBN harus terus
berkoordinasi dengan jajaran anak buahnya
dalam mensosidisasikan KB, lalu kepala
desa hendaknya juga terus berkoordinasi

,dengan para,_kader KB di wilayahnya.”
" (Wawancara dengan Petugas lapangan KB
| dari BKKBN, tanggal 14 Juni 2013).

kembali dengan didukung oleh pembiayaan

yang memadai. Selain itu, koordinas vertikal

juga perlu ditingkatkan, misalnya kepala

BKKBN harus terus berkoordinasi dengan

jgaran anak buahnya dalam mensosialisasikan

KB, dan kepaa desa diharapkan terus

berkoordinasi dengan para kader KB di

wilayahnya.

Selama ini, pelaksanaan  program

}_(ependudukan dan KB (KKB) sepertinya salah

kaprah -setelah reformasi dan otonomi daerah

seperti saat |n1..|§arena nuansa yang ada di
doerah addleh sesllei, dengan  keinginan
L

pimpinan. daerah. Untuk “smerubah image
tersebut,  pimpinans daerah " diharapkan
mendukung program KB ° dengan

memprioritaskan pelaksanaan program K-KQ\di
daerah. Begitu pula sebaliknya, bila pimpinan

w===daerah kurang peduli, maka program KK?

akan berjalan dengan lambat.

!  Wawencara di atas menunjukkan ‘bahw. F
R : | ! Koordinas vertikal  juga mencakup

kqordmas vertikal dalam pelaksanaan pesert
KB pria di Kelurahan Bangka Belitung gun
menlngkatkan peserta KB pria masih ku

Hal * bisa dilihat dari

plmplnan BKKBN di kabupetan dalam 1"'

ini kurang teg

menmdak petugas penyuluh KB yang tid
disiplin "-‘ dalam  menjalankan  tugasnya
Hambatan"-peni ngkatan «kesertaan ‘KB pria
ses&mgguhn);b.‘ ada pada petugasnya. Sukesnya
oleh
kekompakan kerja'tim di semua lini, misalnya
di tingkat kecamatan adalah Tim PEMbirerKs

atau dikenal sebagai TPKB Kecamatan, serta

KB pria tehpo dulu  didukung

didukung pula dengan dana yang cukup.
Lambat laun tim tersebut motivasi kerjanya
menurun sehingga akhirnya hanya BKKBN
sendirian yang bekerja. Oleh karena itu, ke

depan TPKB ini diharapkan dapat diaktifkan
Erwindi
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koordmas atasan terhadap semua aparat yang
bawah tanggung jawabnya seoara
?s.mg Terkait dengan koordinasi vertlkal
rang petugas lapangan (PLKB dan PPLKB)

K © yang ada di Kelurahan Bangka Behtung

mengungkapkan pendapatnya sebagai tienkut

“Secara reguler sebenarn_ya setiap
sebulan - sekali diadakan rapat” koordinasi
program K Bitingkat kabupaten, yang isinya
disamping menelaah, 4 mengevaluas
kegiatan bulan sebelumnyd, merencanakan
kegiatan bulan berjalan;“juga diis dengan
membegikan-pefigetahuan baru tentang KB
secara umum maupun kadang-kadang
khusus mengenai KB pria. Kegiatan
tersebut kemudian ditindaklanjuti di tingkat
kecamatan yang disampaikan kepada PLKB
di bawahnya melalui rapat pertemuan yang
kita sebut meeting mingguan serta rapat
koordinas bulanan bersama seluruh PLKB
dan petugas PPKBD sekecamatan yang
isinya secara mendetail membahas langkah-
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langkah yang perlu dilakukan olen PLKB
pembinaan desa serta PPKBD. Alur
koordinasi sebenarnya jelas, sayangnya
dalam praktinya belum berjalan lancar.
Sebab utamanya adalah gairah kerja PLKB
cenderung menurun, seperti mereka yang
sudah agak tua, apalagi hampir pensiun
sudah jarang mengikuti rapat ini itu.
Apalagi di sini kan akses jalan dari rumah
ke kantor juga jauh ya, sama seperti ketika
mereka harus terjun ke desa-desa untuk
penyuluhan. Akses jalan yang kurang
memadai dan dana yang kurang membuaI
motivasi kerja mereka terus menurun.’

(Wawancara dengan seorang petugas™”
lapangan (PLKB dan PPLKB) yang*ada di
Kelurahan Bangka Belltung, “tanggal 20
Juni 2013).

'l'
e

Wawancara t_gr-séf)rut menunjukkan. bahwa
koordinasi ¥e=tikd pelaksanaan peserta KB,
Kelurahan Bangka
Behtun‘g guna meningkatkan peserta KB pria
sudah terstuktur, dengan baik. Hal, ini terlihat
tingkat
kabupaten maupun kecamatan. Alur koordinasi

khususnya” KB pria-~di

'ari adanya« pertemuan reguler di

secara vertikal sebenarnya sudah

as,[
sa!yangnya dalam praktinya belum berjal Eercermm dari hal ini

motwas kerja PLKB khususnya para peg

Wawancara di atas menunjukkan bahwa
koordinasi vertikal dalam pelaksanaan peserta
KB pria di Kelurahan Bangka Belitung guna
meningkatkan peserta KB pria masih kurang.
Para kader KB di Kelurahan Bangka Belitung
memang beberapa kali melakukan penyuluhan
KB, termasuk KB pria, tetapi mereka kurang
mendapat dukungan dari kepala desa maupun
PLKB pembina di desa, sehingga hasilnya
kurang maksimal.

2. Koofa?ﬁasi.ﬁorizontal

Persoalan béhgqt-uran kelahiran  atau
pendflljauk_‘
tanggungjawab semua pihak. b}eb_ karena itu,

pertambahan merupakan
kemitraan‘yang terbangun dengan bara mintra
kerja lintas sektor harus terus d|pertahankan
seperti pelaksanaan kegiatan Posyandu, PA'GD

__dan, dengan TP-PKK dalam .menggerakan

masyarakat untuk ikut program KB, termasu
akseptor  KB.
maka koordmaﬁ

tisipasi pria sebagai

ngkatkan kemitraan dengan sejumlah

Ianpar Hal ini disebabkan oleh menur\.y;ilvyaij 'h isontal harus terus menerus dilakukan gUna

yang‘- sudah agak tua dan hampir per’b‘hln

elemen masyarakat. Dukungan kerjasama.ilang

Selains \itu, akses jalan yang kurang memadai .Jerat dengan lintas sektor, baik itu pemerlntah

dan dana yang kurang membuat motivasi kerja
mereka juga terus menurun.

Selanjllitpya seorang tokoh™masyarakat di
Kelurahan B‘érr]gka Belitung mengemukakan
sebagai berikut: s

“Menurut pengamatan saya, koordinasi
vertikal seperti yang Anda maksud*tadi
masih kurang. Setahu saya para kader KB
di sini memang beberapa kali melakukan
penyuluhan KB, termasuk KB pria, tetapi
mereka sepertinya kurang  mendapat
dukungan dari kepala desa maupun PLKB
pembina di desa, sehingga hasilnya kurang
maksimal.” (Wawancara dengan seorang
tokoh masyarakat di Kelurahan Bangka
Belitung, tanggal 24 Juni 2013).

Erwindi

Ilmu Administrasi FISIP Universitas Tanjungpura

daerah, TNI/Polri maupun elemen mqﬁyarakat
dapat mendorong capaian sasaran perlli ngkatan
peserta KB pria di Kelurahan Bangk';i Belitung.
Sayangnya, ' dalam
pelaksanaan peserta KB pg}é di Kelurahan

koordinasi horLséntaI

Bangka Belitung, guna‘ﬁfeningkatkan peserta

KB pria masih rendah. Hal ini tercermin dari
penuturan seorang petugas lapangan KB dari
BKKBN berikut ini.

“Koordinasi horisontal dalam upaya
mensukseskan KB pria di wilayah ini
memang minim. Menurut saya hal ini
merupakan dampak dari desentralisas
kelembagaan bidang KB yang akhirnya
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berimbas pada kelangsungan program, serta
ketidakpastian kontinuitas program karena
pimpinan dinas umumnya bukan dari orang
dalam organisas yang sudah kenyang
dengan seluk beluk dan aktivitas program
melainkan diambil dari luar organisasi. Hal
ini tentu sgja menyebabkan pimpinan yang
menjabat butuh waktu untuk mengenali
strategi program, sehingga dalam memenej
organisasi atau dinasnya kurang dapat
menyatu dengan pasukan dan mitra kerja di
bawahnya. Hal yang demikian jelas akan
mengganggu kecepatan dan fleksibilitas
program secara umum. Otomatis koordinasi
horisontal dengan berbagai instansi terkait™
juga kurang diperhatikan karena®masih
terfokus dengan koordinasi,intérnal. Oleh
karena itu, solusinya«&dalah meskipun
sudah otonomi, pemerintah pusat dan
propinsi harys" tetap memperhatikan
program KB ini, utamanya dalam hal
pembiayadn kontrasepsi bagi warga miskin
serta #  memfasilitas peningkatan
keterampilan konseling bagi para’petugas
lapangan serta peningkatan karir bagi eks
/pegawai BKKBN.” (Wawancara dengan
" seorang petugas lapangan KB dari BKKBN,
| tanggal 26 Juni 2013).

! Hal seriada juga diungkapkan oleh seoran
tc;koh masyarakat di  Kelurahan Bangk
Belitung berikut ini.

]

KB pria masih rendah. Hal ini salah satunya
dipengaruhi oleh kebijakan desentralisasi yang
mengakibatkan  koordinasi  vertikal dalam
BKKBN tidak berjalan optimal karena
pimpinan BKKBN berasal dari luar BKKBN.
Hal
fleksibilitas program secara umum. Kondisi
internal BKKBN yang masih harus dibenahi

ini  berdampak pada kecepatan dan

pasca pergantian pimpinan juga mengakibatkan
wkoordinasi horisontal dengan berbagai instansi
te‘rl‘<é|“t'kl,|_r§1ng diperhatikan. Oleh karena itu,
solusinya a-aérah_\meskipun sudah otonomi,
pemerintah pusat 1a“anf,gropinsi harus tetap
memperhatikan program KB_ ini, terutama
dalam hal pembiayaan kontraselb'é.pagi warga
miskin + serta memfasilitas peﬁir_lgkatan
keterampilan konseling bagi para pétugas

lapangan serta peningkatan karir bagi eKs

s=pegawai BKKBN.

Salah satu hambatan untuk . menjalankan
Program—program pemerintah  dewasa iﬁi

adalah kurangnya koordinas antarinstansi.

| A LL 'Kd&dinasi lemah dalam tataran horizontal

] i !
" “Koordinasi semacam itu menurut a“ p AN f
W afitara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

IJ serta pemerintah provinsi dan pemérintah

sangat kurang. Jika dulu pihak BKKBN
menggandeng berbagai organisasi
masyarakat, misalnya organisasi agama,
maka kegiatan semacam itu sekarang sudah
tidak ada gemanya lagi. Padahal sebetulnya
pertemuan koordinasi ‘semacam_ini penting
dilaksanakan untuk menpentukan arah dan
langkah kerja samayang bak. guna
mensosialisasikan KB pria. Saya rasa cara

itu cukup efektif untuk melakukan
pendekatan ke “wmasyarakat  vya...”
(Wawancara dengan  seorang ““tokoh

masyarakat di Kelurahan Bangka Belitung,
tanggal 23 Juni 2013).

Kedua wawancara di atas mencerminkan
bahwa dalam
pelaksanaan peserta KB pria di Kelurahan

koordinasi horisontal

Bangka Belitung guna meningkatkan peserta
Erwindi

antardepartemen maupun dalam tataran vert'i kal

kabupaten/kota.
harizontal” ‘antarinstansi  telah mer_lj"adi salah
satu faktor yang menghambaf' program-

Lemahnya kgordinasi

program . yang dicanangkap" Pemerintah,
termasuk Program KB. ‘H'éill ini  akhirnya
berimbas padasktrahg s‘u'k%nya program KB,
khususnya partisipas pria dalam program KB.
Terkait dengan koodinasi horizontal dalam
pelaksanaan peserta KB pria di Kelurahan
Bangka Belitung guna meningkatkan peserta

KB pria masih, seorang petugas lapangan

Ilmu Administrasi FISIP Universitas Tanjungpura
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(PLKB dan PPLKB) yang ada di kelurahan BKKBN. Pemerintah di Kecamatan Pontianak

berikut ini:

“Menurut  saya  koordinasi  antar
stakeholder sebagaimana yang pernah
dilakukan tempo dulu nampaknya sekarang
ini jarang sekali diselenggarakan baik yang
bersifat formal seperti rapat koordinasi
maupun yang sifatnya informal oleh
pelaksana kebijakan di tingkat kecamatan.
Kaau dulu kan ada ya rapat koordinasi
dengan unsur-unsur terkait seperti ulama,
tokoh masyarakat, maupun dinas terkait
yang bersama-sama membahas soal
operasionalisas  program. Sekarang__ini
sepertinya  tidak  pernah  dilakukan.”
(Wawancara dengan segrafig  petugas
lapangan (PLKB dan PPEKB) yang ada di
kelurahan, tanggal 27 Juni 2013).

Wawanc:ilrxa di;atas menggambarkan bahwa
koordinasi #*horisontal ., dalam  pelaksanaan
pwertaiiB pria di Kelurahan Bangka Belitung
guneif meningkatkan peserta KB pria ‘masih
re;wdah. Hal ini tercermin dari koordinas antar
gakeholderyang jarang sekali diselenggarakan
rap
kﬁordinasi maupun yang bersifat informal ol
pet?k%\na kebijakan di tingkat kecamatan.; Sf\at J
ini rf;\pat koordinasi dengan unsur-unsur tefLait-i.r

baik yang bersifat formal seperti

sepefti ulama, tokoh masyarakat, maupun dinas
terkai't. yang bersama-sama membahas tentang j
operasi‘qnalisasi program KB sudah tidak

pernah dilakukan.

PENUTUI;'*.‘
Dari hasil penelitian . dapat .. ditarik
kesimpulan baﬁwa koordinasi vertikal dalam
pelaksanaan peserta=KB, pria di Kelurahan
Bangka Belitung Darat gurTa ‘meningKatkan
peserta KB pria masih rendah. Hal ini salah
oleh kebijakan
desentralisasi yang mengakibatkan koordinasi
vertikal dalam BKKBN tidak berjalan optimal

karena pimpinan BKKBN berasal dari luar

satunya  dipengaruhi

Erwindi
Ilmu Administrasi FISIP Universitas Tanjungpura

Tenggara, khususnya di Kelurahan Bangka
Belitung diharapkan dapat terus meningkatkan

koordinasi vertikal maupun horisontal dalam

jgarannya guna meningkatkan peserta KB pria.

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan
kinerja pegawai BKKBN serta meningkatkan

kerjasama dengan instansi terkait, termasuk

jajaran pegawai di Kelurahan Bangka Belitung
- dalam melakukan penyuluhan KB pria

éégitu_‘juga halnya dengan koordinasi
internal maSh'di[a%kan kurang memuaskan
hal ini di karenakan“émggl\l yang masih harus
dibenahi = pasca pergantiah-~,_pimpinan juga
mengakibatkan koordinasi horli'éoqgal dengan
berbagai - instansi terkait kurang dipérh_atikan.
Saat ini rapat koordinasi dengan unsur-'un_\wr
seperti ulama,

terkait tokoh. masyarakat;

===maupun ' dinas terkait yang bersama-sam

membahas tentang operasionalisas program
FB sudah tidak pernah dilakukan. Pemeri nt:i\L
beserta masyarakat di  Kelurahan: Bangka
Bi’ung diharapkan dapat bekerjasama dalam

4 “m atasi berbagai hambatan dalam keikutan
i L L]

srtaan KB bagi kaum pria. Hal ini dapat
dilakukan dengan meningkatkan kepe'dulian
terhadap penyebaran informasi yarllgl benar
tentang KB pria agar para pria ter:rérik untuk
ber-KB. Pemerintah juga di%\fdﬁkan dapat
meningkatkan, akses pelayana}n" KB pria di
Kelurahan Bangka Belitu‘ng"'agar kebutuhan
akseptor KB=pria ‘di"v‘vi'layah tersebut dapat

dipenuhi.
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